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Tujuan

Prosedur ini mengatur tata cara Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup prosedur ini meliputi :
Tata cara Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung yang akan di kirimkan ke Kementerian Ristekdikti.
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4. Definisi

a.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.

Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang
dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim,dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar
pengecualian karena bersifat rahasia sesnai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaunana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008.

5. Persayaratan Umum

a.
b.

Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
Peraturan atau undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib
Dirahasiakan.

6. Rekaman Mutu

a.

b.

Berita acara hasil usulan uji konsekuensi

Daftar dan dokumen hasil hasil usulan uji konsekuensi



7. Prosedur Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
& Ecgmian Ketua PPID Wal;ﬂpg o Seg’%ns Anggota PPID Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima pengajuan Materi uji konsekuensi yang terdin dari I hari keja | Dafiar Informasi Publik
daftar informasi yang ingin Daftar Informasi Publik dan Daftar dan Daftar Informasi
dilakukan pengujian [ | Informasi yang Dikecualikan yang Dikecualikan
konsekuensi dari unit diajukan
kerja

2 Menyerahkan surat usulan Surat usulan pengajuan uji konsekuensi 1 hari kerja | Daftar surat masuk pada
pengajuan uji konsekuensi I ]I‘*w buku agenda
kepada Wakil Ketua PPID

3 Wakil Ketua PPID Dokumen yang akan dilakukan uji 1 hari kerja | Dokumen yang diajukan
memerintahkan persiapan o konsekuensi untuk dilakukan uji
pembahasan materi yang 'I_] konsekuensi
akan diuji konsekuensinya

4 Pembahasan mater1 yang - Mateni uji konsekuensi yang terdiri dari 1 hari kerja | Berita acara pembahasan
akan dikirimkan untuk Daftar Informasi Publik dan Daftar materi yang akan
dilakukan uji konsekuensi |l Informasi yang Dikecualikan dikirimkan untuk
ke Kemenristekdikti | I -Peraturan atau undang-undang yang diacu dilakukan )i

vang menyatakan suatu informasi wajib konsekuensi ke
dirahasiakan Kemenristekdikti

5 Penandatanganan berita - Materi uji konsekuensi yang terdiri dari 1 hari kerja | Berita acara hasil
acara hasil pembahasan Daftar Informasi Publik dan Daftar pembahasan materi
materi yang akan Informasi yang Dikecualikan yang akan dikirimkan
dikirimkan untuk |___] untuk dilakukan uji
dilakukan uji konsekuensi konsekuensi ke
ke Kemenristekdikti. Kemenristekdikti.

6 Mendokumentasikan daftar Berita acara hasil uji konsekuensl yang | hari kerja | Benta acara pembahasan
uji konsekuensi dalam telah materi yang akan
bentuk soft copy, hard Ll dikirimkan untuk
copy, dan mengirimkan ke dilakukan uji
Kemenristekdikti untuk konsekuensi ke

Kemenristekdikti

dilakukan uji konsekuensi.
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